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1.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka

untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua. Sidang siang ini agendanya Pengucapan Putusan, ada

enam perkara.

Kita Mulai dengan memanggil Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-
XVIII/2020? Siapa yang hadir? Silakan. Pemohon Perkara Nomor

80/PUU-XVIII/20207?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XVIII/2020: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Siap, hadir, Yang Mulia. Bisa didengar.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XVIII/2020: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

Ya, Yang Mulia, izin.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Siapa saja yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XVIII/2020: ALBOIN CRISTOVERI SAMOSIR

80/PUU-

80/PUU-

80/PUU-

Baik, Yang Mulia. Untuk kami, Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020,
yang hadir saya sendiri, atas nama Alboin Samosir. Yang berikut, ada
Saudari ... Saudara (ucapan tidak terdengar jelas), Saudara Oktavianus
Alfianus Aha. Yang ketiga, ada Saudara Karlianus Poasa. Dan yang

terakhir, ada Saudara Felix Martuah Purba.
Terima kasih, Yang Mulia.



10.

11.

12,

13.

14.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 95/PUU-XVIII/2020? Nomor 95/PUU-XVIII/2020?
Ya, jaringannya kurang bagus, ya? Ya, baik. Kita loncat ... tapi ada
orangnya, ya?

Ya, lanjut ke Nomor 20/PUU-XVIII/2020! Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-
XVIII/2020: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia. Yang hadir dalam kesempatan kali ini, saya
sendiri, Muhammad Junaidi. Yang kedua, Saudari saya, yaitu Ibu
Khikmah.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-
XVIII/2020: MUHAMMAD JUNAIDI

Demikian, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Nomor 36/PUU-XVIII/20207?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-
XVIII/2020: ZICO LEONARD D. SIMANJUNTAK

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dalam kesempatan ini, hadir Pemohon dr. Mahesa dari MKHI,
bersama dengan Mas Padeli. Kemudian dr. Mohammad Adib Khumaidi.
Serta Kuasa, saya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak bersama dengan
Aisyah Sharifa.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/20207?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-
XVIII/2020: ASRI VIDYA DEWI

Terima kasih, Yang Mulia.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Untuk Nomor 82/PUU-XVIII/2020, saya Asri Vidya Dewi. Kemudian
dengan rekan saya, Mohammad Fandi Dennisatria.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Nomor 83/PUU-XVIII/2020?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PUU-
XVIII/2020: DORA NINA LUMBAN GAOL

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Dora Nina Lumban Gaol, ditemani oleh rekan
saya Zico Simanjuntak sebagai Kuasa dari Perkara Nomor 83/PUU-
XVIII/2020.

Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, baik. Terima kasih.
DPR? Dari DPR, siapa yang hadir?

DPR: MUHAMMAD YUSUF WAHYUDI
Mohon izin, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya.

DPR: MUHAMMAD YUSUF WAHYUDI

Dari DPR-RI diwakili oleh (ucapan tidak terdengar jelas)
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Dari Presiden atau Kuasanya? Silakan, siapa yang hadir?
PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat
siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemerintah hadir, diwakili oleh Bapak Edi Purnama
(Sekretaris Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Keuangan).
Kemudian, Abdul Karim dan Kementerian (ucapan tidak terdengar jelas)



dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Kesehatan, Ibu Cici Sri
Suningsih. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri
Purwoko dan Bapak Wawan Zubaedi. Kemudian, Bapak Rahadhi Aji dan
Bapak Tony Prayogo.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kita mulai dengan Pengucapan Ketetapan.
Bismillahirrahmaanirrahim.

KETETAPAN
NOMOR 80/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah  Konstitusi telah
menerima permohonan bertanggal 22
September 2020, yang diajukan oleh
Benidiktus Papa, dan kawan-kawan yang
beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi
Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat, yang
diterima Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 22 September
2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi pada tanggal 26
September 2020[Sic!] dengan Nomor 80
dan seterusnya mengenai Pengujian
Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. terhadap Permohonan Nomor 80 dan
seterusnya tersebut Mahkamah Konstitusi
telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi



Nomor 194 dan seterusnya tentang
Pembentukan Panel Hakim Untuk
Memeriksa Perkara Nomor 80 dan
seterusnya, bertanggal 28 September
2020;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim
Mahkamah Konstitusi Nomor 195 dan

seterusnya;
. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK
Mahkamah telah melakukan ... saya

ulangi. c. bahwa sesuai dengan Pasal 34
UU MK, Mahkamah telah melakukan
Pemeriksaan  Pendahuluan  terhadap
permohonan tersebut melalui Sidang
Panel pada tanggal 6 Oktober 2020 dan
sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel
Hakim telah memberikan nasihat kepada
para Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya;

. bahwa Mahkamah Konstitusi telah
menyelenggarakan Sidang Panel untuk
memeriksa Perbaikan Permohonan pada
tanggal 21 Oktober 2020. Dalam
persidangan dimaksud, Para Pemohon
menyatakan menarik permohonannya
yang kemudian dilengkapi dengan surat
bertanggal 9 November 2020, perihal
Pencabutan Permohonan Pengujian
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa terhadap penarikan kembali
permohonan Para Pemohon tersebut,
Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,
“Pemohon dapat menarik kembali
Permohonan sebelum atau selama
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan bahwa penarikan kembali
mengakibatkan Permohonan a guo tidak
dapat diajukan kembali;

f. bahwa berdasarkan ketentuan



sebagaimana dimaksud dalam huruf e di
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim
pada tanggal 3 November 2020 telah
menetapkan bahwa pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Nomor 80
dan seterusnya adalah beralasan menurut
hukum dan Para Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a quo
serta memerintahkan Panitera Mahkamah
Konstitusi  untuk  mencatat  perihal
penarikan kembali permohonan Para
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi dan mengembalikan salinan
berkas  permohonan  kepada Para
Pemohon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

—

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah  Konstitusi dan
seterusnya;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan
seterusnya;

MENETAPKAN:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;
Menyatakan Permohonan Nomor 80/PUU-XVIII/2020 mengenai
Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 169A
ayat (1) huruf a dan huruf b sepanjang kata “dijamin” Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6525) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;
Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 80/PUU-XVIII/2020
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X




Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan
November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul
14.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan
dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 95/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah
menerima permohonan bertanggal 20
Oktober 2020, yang diajukan oleh
Zakarias Horota, Agustinus R.
Kambuaya, dan Elias Patege yang
berdasarkan  Surat Kuasa  Khusus
bertanggal 13 Oktober 2020 memberi
kuasa kepada Zico Leonard Djagardo
Simanjuntak, S.H., Firda Reza Atariq,
dan Juhaidy Rizaldy Roringkon yang
melalui surat bertanggal 21 Oktober
2020 Zico Leonard Djagardo
Simanjuntak, S.H. dan Firda Reza Atariq
menyatakan mencabut kuasanya, dan
kemudian berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 19 Oktober 2020
para Pemohon memberi kuasa kepada
Juhaidy Rizaldy Roringkon, dan kawan-
kawan vyang diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20
Oktober 2020 dan dicatat dalam Buku



Registrasi Perkara Konstitusi pada
tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor
95/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian

Formil dan Materiil Undang-Undang

tentang Cipta Kerja terhadap Undang-

Undang Dasar Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal

28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK),

terhadap Permohonan Nomor 95/PUU-

XVIII/2020 tersebut Mahkamah

Konstitusi telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah
Konstitusi Nomor
226/TAP.MK/2020 dan seterusnya;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim
Mahkamah Konstitusi Nomor
233/TAP.MK/2020 dan seterusnya;

bahwa Mahkamah Konstitusi telah

menerima surat pencabutan
permohonan dari kuasa para Pemohon
bertanggal 9 November 2020, yang
diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 10 November 2020;

bahwa pada Sidang Panel Pemeriksaan

Pendahuluan pada tanggal 12 November

2020, Mahkamah mengonfirmasi

mengenai surat pencabutan

permohonan tersebut kepada para

Pemohon dan kuasa para Pemohon

membenarkan mengenai pencabutan

permohonan tersebut;

bahwa terhadap penarikan kembali

permohonan para Pemohon tersebut,

Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,

“Pemohon dapat menarik kembali

Permohonan sebelum atau selama

pemeriksaan ~ Mahkamah  Konstitusi



dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan bahwa penarikan kembali
mengakibatkan Permohonan a guo tidak
dapat diajukan kembali;

f. bahwa berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf e di
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim
pada tanggal 16 November 2020 telah
menetapkan bahwa pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Nomor
95/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan
menurut hukum dan para Pemohon tidak
dapat mengajukan kembali permohonan
a quo serta memerintahkan Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan
para Pemohon dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para
Pemohon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

—

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi dan
seterusnya;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan
seterusnya;

MENETAPKAN:
Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
Menyatakan Permohonan Nomor 95/PUU-XVIII/2020 mengenai
Permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Pasal 65
Undang-Undang tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;
Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 95/PUU-XVIII/2020
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X




Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M. P.
Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic
P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal
enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November,
tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 14.32 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh
Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 20/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Penguijian
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan ...
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

1. H Sunaryo H.S.

sebagai ------------ -- Pemohon I
2. Zarkasi
sebagai ------------ --- Pemohon II

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari
2020, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Junaidi,
S.HI., M.H., dan Khikmah, S.H., beralamat di Jalan
Pedurungan Kidul III RT 3 RW 1 Kelurahan Gemah Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, bertindak
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas
nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -------------- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.
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24,

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5]

[3.6]

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat
(1) UU MK, maka syarat-syarat kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan
hukum para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa norma Undang-Undang vyang dimohonkan
pengujian konstitusionalitas nya dalam permohonan a guo
adalah Pasal 5 huruf d UU 18/2017 dan Pasal 54 ayat (1) huruf
b UU 18/2017 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b dianggap
dibacakan.

Angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian
para Pemohon dalam  menjelaskan  kerugian  hak
konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5]

di atas, maka terhadap kedudukan hukum para Pemohon,

Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma Pasal 5 huruf d UU 18/2017 yang
diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan
dengan persyaratan yang harus dipenuhi setiap
Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri, di
mana salah satu syarat tersebut, pekerja migran
harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan
Jaminan Sosial. Menurut Mahkamah, norma Pasal 5
huruf d @ quo merupakan kewajiban yang melekat
kepada Pekerja Migran, sehingga hal tersebut adalah
berkenaan dengan hak konstitusional Pekerja
Migran, bukan pengusaha atau dalam hal ini P3ML.
Lagipula dari bukti yang dilampirkan oleh para
Pemohon tidak ada bukti yang dapat membuktikan
bahwa izin pelaksanaan penempatan tenaga kerja
Indonesia milik perusahaan para Pemohon dicabut
dengan didasarkan pada tidak terpenuhinya Pasal 5
huruf d UU 18/2017. Berdasarkan hal tersebut, maka
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[3.7]

[3.6.2]

[3.6.3]

menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
pengujian undang-undang sepanjang mengenai
Pasal 5 huruf d UU 18/2017.

Bahwa norma Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017
pada pokoknya mengatur mengenai salah satu
persyaratan yang harus dipenuhi P3MI untuk
mendapatkan izin SIP3MI, di mana jika syarat
tersebut tidak terpenuhi, maka P3MI tidak akan
mendapatkan izin, dan izin yang sudah didapatkan
akan dicabut oleh pemerintah. Menurut Mahkamah,
para Pemohon telah membuktikan sebagai direktur
perusahaan yang bergerak di bidang P3MI, dan telah
pula membuktikan telah dicabut izin SIP3MI oleh
pemerintah  karena tidak dapat memenuhi
persyaratan yang dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf b
UU 18/2017. Terhadap hal tersebut, oleh karena
norma yang diajukan berkaitan dengan SIP3MI dan
status para Pemohon sebagai pengusaha P3MI,
menurut Mahkamah ada keterkaitan antara
kepentingan para Pemohon a guo dengan persoalan
yang diatur dalam norma yang diajukan tersebut.
Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak
terbukti adanya inkonstitusionalitas norma pasal
yang dimohonkan pengujian yang masih harus
dibuktikan dalam pokok perkara, telah terdapat
adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan
kerugian konstitusional berupa terhambatnya usaha
para Pemohon tersebut dengan berlakunya Pasal 54
ayat (1) huruf b UU 17/2018 yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki
kedudukan hukum sepanjang pengujian Pasal 54
ayat (1) huruf b UU 18/2017.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah sepanjang pengujian Pasal 5 huruf d UU
18/2017, para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan & quo.
Sedangkan sepanjang pengujian Pasal 54 ayat (1)
huruf b UU 18/2017 para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a
quo.

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & qguo dan para Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a

12



Dalam
[3.8]

Dalam
[3.9]

guo sepanjang pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf b UU
18/2017, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan
permohonan provisi dan pokok permohonan.

Provisi

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
provisi kepada Mahkamah yang pada pokoknya meminta
Mahkamah menerbitkan putusan sela sebelum menjatuhkan
putusan akhir, menunda pelaksanaan berlakunya pencabutan
izin sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-21 yang lahirnya
pencabutan izin tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 54
ayat (1) huruf b UU 18/2017, sampai adanya putusan akhir
Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan Pemohon
dengan alasan yang pada pokoknya agar ada jaminan
kepastian hukum atas kewenangan yang telah diberikan melalui
perizinan sebelumnya. Menurut para Pemohon, hal ini perlu
agar dimungkinkan tanggung jawab yang harus dijalankan
kepada Tenaga Kerja Indonesia yang seyogianya sudah siap
diberangkatkan oleh perusahaan para Pemohon dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut,
Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang
cukup untuk melakukan penundaan keberlakuan norma a guo
yang berimplikasi pada penundaan berlakunya pencabutan izin
perusahaan para Pemohon. Terlebih, terhadap pokok
permohonan dalam perkara @ guo belum dipertimbangkan.
Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji
oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya
putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah
berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk
menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Dengan demikian,
permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan
menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Pokok Permohonan
Menimbang dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 54
ayat (1) huruf b UU 18/2017, para Pemohon mengemukakan
dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan
permohonan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk
Perkara):

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.
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5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para
Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan
permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 54
ayat (1) huruf b UU 18/2017 sepanjang frasa “menyetor
uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito
paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai
jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank
(Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainya paling
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak
bank sesuai dengan permintaan pemerintah;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan
daliinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti
surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti
P-25, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk
Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a guo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan
relevansinya untuk meminta  keterangan  pihak-pihak
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara
saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti
yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10],
dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon,
Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok
permohonan para Pemohon.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan
konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon, penting
bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal
sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, ayat (1), ayat
(2) dianggap dibacakan.
Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
06/PMK/2005) menyatakan: ayat (1), ayat (2)
dianggap dibacakan.
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[3.13.2]

[3.13.3]

Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka
berkenaan dengan norma yang pernah diajukan dan
telah diuji oleh Mahkamah perlu dipertimbangkan
terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon
berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 54 ayat
(1) huruf b UU 18/2017 telah memenuhi ketentuan
tersebut di atas.

Bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 telah
pernah diajukan pengujiannya melalui Permohonan
Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019, di mana pada
permohonan tersebut, Pasal 54 ayat (1) huruf b UU
18/2017 diajukan pengujiannya ke Mahkamah
dengan dasar pengujian Pasal 33 ayat (4) , Pasal
27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta alasan yang
pada pokoknya bahwa syarat menyetor uang kepada
bank pemerintah dalam bentuk deposito paling
sedikit Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta
rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai
jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam
pelindungan PMI, akan menutup peluang suatu
entitas untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau
bisnis, apalagi persyaratan tersebut harus dipenuhi
dalam waktu vyang relatif singkat, sedangkan
peraturan  pelaksanaannya tidak menjelaskan
kedudukan perusahaan penempatan PMI yang sudah
ada sebelum UU 18/2017 diundangkan. Terhadap hal
tersebut, Pemohon pada perkara 83/PUU-XVII/2019
memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 54
ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “... b. menyetor uang kepada Bank BUMN
dalam bentuk deposito paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai
jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

Bahwa para Pemohon dalam permohonan a guo
mengajukan pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf b UU
18/2017 dengan dasar pengujian Pasal 28I ayat (1)
UUD 1945, serta alasan yang pada pokoknya bahwa
nominal deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah) sangatlah
membebani pemohon, di mana adanya modal disetor
yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan
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paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) yang bersifat wajib dan itupun dilakukan oleh
perusahaan para Pemohon dengan cara melakukan
pinjaman, ditambah dengan harus meminjam lagi
untuk menyetor uang kepada bank pemerintah
dalam bentuk deposito paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah). Terhadap hal tersebut, para Pemohon dalam
permohonan @ guo memohon kepada Mahkamah
untuk menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU
18/2017 sepanjang frasa “menyetor uang kepada
bank pemerintah dalam bentuk deposito paling
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan
sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam
bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank
Manapun) yang nilainya paling sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh
pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah;

[3.13.4] Bahwa terhadap permohonan & guo dan
permohonan pada perkara 83/PUU-XVII/2019
walaupun mengajukan norma yang sama yaitu Pasal
54 ayat (1) huruf b UU 18/2017, namun permohonan
tersebut didasarkan pada dasar pengujian serta
alasan yang berbeda. Terhadap hal tersebut,
permohonan para Pemohon & qguo memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2)
UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, dan dengan
demikian, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan  pokok permohonan para
Pemohon berkenaan dengan norma a quo.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “Deposito
paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah)” dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017
bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi rasa
keadilan. Terhadap dalil tersebut, para Pemohon ternyata tidak
memohon mengenai angka dari deposito yang harus
disetorkan, namun dari petitum permohonannya yang
dimohonkan oleh para Pemohon adalah agar norma tersebut
dapat dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh
Bank Manapun) yang nilainya paling sedikit
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Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang
sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan
permintaan pemerintah. Terhadap hal tersebut, maka
permasalahan yang dikemukakan para Pemohon tersebut
sesungguhnya adalah meminta agar setoran uang dalam
bentuk deposito seharusnya ditafsirkan dalam bentuk Jaminan
Bank, dan bank pemerintah ditafsirkan menjadi “Bank
Manapun”. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka
penting bagi Mahkamah untuk menguraikan apa sebetulnya
tujuan dari syarat tersebut menurut undang-undang a guo.
Latar belakang filosofis dari syarat tersebut pada pokoknya
telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor  83/PUU-XVII/2019, yang diucapkan
sebelumnya pada tanggal 25 November 2020 yang antara lain
mempertimbangkan: a dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan tersebut di atas merupakan sikap
Mahkamah mengenai konstitusionalitas syarat yang ditentukan
oleh Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017. Oleh karenanya
terhadap pasal @ guo Mahkamah telah menegaskan tidak ada
persoalan konstitusionalitas norma.

Selanjutnya berkenaan dengan petitum para Pemohon
mengenai bentuk penyetoran yang seharusnya dapat berbentuk
bank garansi di bank manapun, menurut Mahkamah apabila hal
tersebut dikabulkan justru potensial menciptakan ketidakpastian
hukum dan sekaligus berpotensi mengurangi peran pemerintah
dalam menciptakan akuntabilitas dan bonafiditas dari P3MI
yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan
para pekerja migran. Tentunya tanpa kepastian hukum dan
bonafiditas tersebut, akan menimbulkan keraguan mengenai
profesionalitas P3MI dan dalam jangka panjang justru
membahayakan keselamatan pekerja migran. Menurut
Mahkamah, karena sifat pekerjaan dan usaha dari P3MI yang
bersifat lintas negara, penggunaan bank pemerintah adalah
pilihan yang tepat, karena tidak semua bank, atau dalam diksi
para Pemohon "“Bank Manapun” dapat memberikan jaminan
bonafiditas perusahaan, apalagi untuk kepentingan PMI yang
berada di negara lain. Terlebih terhadap bank pemerintah
terdapat jaminan keamanan dan kemudahan akses dalam
memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI. Para
Pemohon membandingkan syarat ini dengan syarat dalam
Undang-Undang Nomor 8  Tahun 2019  tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mensyaratkan
salah satunya agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
dan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU) memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan
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26.

[3.15]

kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji
khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. Menurut
Mahkamah perbandingan tersebut adalah tidak tepat, karena
bidang usaha P3MI dengan perusahaan PIHK dan perusahaan
PPIU adalah bidang usaha yang sangat berbeda dan memiliki
implikasi yang sangat berbeda pula. Sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, syarat-syarat yang ditentukan dalam
Pasal 54 UU PPMI justru bukan saja dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha
dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon
Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia,
maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama
bertanggung jawab dalam rangka perlindungan Pekerja Migran
Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian dalil para
Pemohon bahwa frasa  “Deposito  paling  sedikit
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 menciptakan
ketidakadilan dan diskriminasi adalah tidak beralasan menurut
hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat,
permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum
untuk seluruhnya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]
[4.2]

[4.3]

[4.4]
[4.5]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo,

Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a guo sepanjang Pasal 5 huruf d UU
18/2017;

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan & guo sepanjang Pasal 54 ayat (1) huruf b UU
18/2017;

Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
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Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai
Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6141) tidak dapat diterima;

2.  Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi
Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic
P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua
ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 14.54 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau
Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 36/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- Pemohon I;
2. dr. Eva Sri Diana, Sp.P, FISR

Selanjutnya disebut sebagai - Pemohon II;
3. dr. Mohamad Adib Khumaidi, Sp. OT.,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
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27.

[1.2]

4. dr. Ayu

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1V;
5. dr. Aisyah
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal

15 Juni 2020, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo
Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan bertindak untuk secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama
pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------------ para Pemohon;
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan
Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7]

[3.3] sampai dengan [3.6] dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo, meskipun Pemohon I tidak
memiliki kedudukan hukum, namun Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon 1V, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para
Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok
permohonan.

Dalam Provisi
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[3.8]

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk
memeriksa perkara dengan sangat prioritas dan juga supaya
Mahkamah segera memerintahkan pemerintah untuk memenubhi
hak-hak dasar tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun
pegawai kesehatan, yang sedang berjuang melawan COVID-19
di lapangan. Adapun alasan para Pemohon pada pokoknya
bahwa dalam masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan
pemenuhan kebutuhan dasar untuk melawan penyebaran virus
tersebut, seperti alat pelindung diri bagi tenaga medis, tenaga
kesehatan, maupun pegawai fasilitas kesehatan yang saat ini
masih banyak terjadi kekurangan sebagaimana dialami dan
dijabarkan oleh para Pemohon. Langka dan mahalnya alat
pelindung diri sangat berdampak karena konsekuensinya adalah
para tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pegawai
fasilitas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 dapat
terkena COVID-19, dan tidak menutup kemungkinan, menjadi
gugur. Permohonan provisi para Pemohon meminta Mahkamah
untuk melakukan pemeriksaan prioritas serta memerintahkan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera
menciptakan  regulasi dan  melaksanakan  kebijakan
sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam petitum
provisinya. Permintaan provisi para Pemohon ini mendasarkan
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009
yang mengabulkan putusan sela (provisi) dalam perkara
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap permohonan provisi @ guo, menurut
Mahkamah, alasan permohonan provisi yang diajukan para
Pemohon tidaklah serta-merta dapat dikabulkan dengan
mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-
VII/2009 tersebut karena setelah Mahkamah mencermati
secara saksama alasan-alasan para Pemohon (vide permohonan
him. 9-11) dan petitum dalam provisi telah ternyata tidak
terdapat alasan-alasan yang signifikan  mengharuskan
Mahkamah mengabulkan provisi. Terlebih lagi bukanlah
merupakan kewenangan Mahkamah untuk memerintahkan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera
menciptakan  regulasi dan  melaksanakan  kebijakan,
sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam petitum
provisinya. Oleh karena itu, permohonan provisi para Pemohon
adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya
harus dinyatakan ditolak.
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Dalam Pokok Permohonan

[3.9]

[3.10]

[3.11]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas
norma Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984 serta Pasal 6 UU 6/2018,
para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya
sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya
telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini). Poin 1,
2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan bukti P-14, dan mengajukan dua orang ahli atas
nama Qurrata Ayuni, S.H., MCDR dan Dr. dr. Tri Yunis Miko
Wahyono, M.Sc. serta dua orang saksi atas nama Zainal
Muttagin dan Radofik yang semuanya telah didengar dan
dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 26 Agustus 2020
(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara);

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca
keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan
dalam persidangan pada tanggal 15 September 2020 dan
Mahkamah telah membaca keterangan tambahan DPR yang
diterima di Kepaniteraan pada tanggal 22 September 2020
(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara);

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

[3.12]

[3.13]

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca
keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 11
Agustus 2020 dan Mahkamah telah membaca keterangan
tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal
11 September 2020. Mahkamah juga telah mendengar
keterangan saksi yang diajukan Presiden atas nama dr.
Mohammad Syabhril, Sp.P, MPH, dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes,
dan Retna Nurdani, S.Kep dalam persidangan tanggal 15
September 2020. Selain itu, Mahkamah juga telah memeriksa
dan membaca bukti Presiden bertanda bukti T-1 sampai dengan
bukti T-5 yang disampaikan beserta Kesimpulan Presiden dan
diterima di Kepaniteraan tanggal 23 September 2020.
(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara);

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama
permohonan para Pemohon, masalah dan sekaligus pertanyaan
konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah
apakah benar kata “dapat” dalam Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984
inkonstitusional apabila tidak dimaknai “wajib” dan apakah
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[3.14]

frasa “ketersediaan sumber daya yang diperlukan” dalam Pasal
6 UU 6/2018 inkonstitusional bilamana tidak dimaknai:
“termasuk juga: a. Ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi tenaga
medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang
menangani penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat; b. Insentif bagi tenaga medis, tenaga
kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang menangani
penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c.
Santunan bagi keluarga dari tenaga medis, tenaga kesehatan,
dan pegawai fasilitas kesehatan yang gugur ketika menangani
penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
dan d. Sumber daya pemeriksaan penyakit dan/atau Faktor
Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat bagi masyarakat yang
melakukan kontak dengan pasien penderita penyakit dan/atau
Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, melalui alur
pemeriksaan yang cepat”;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kata “dapat”
dalam Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984 inkonstitusional apabila tidak
dimaknai menjadi kata “wajib” dalam kaitan dengan pemberian
penghargaan atas risiko upaya penanggulangan wabah.
Terhadap dalil para Pemohon tersebut penting bagi Mahkamah
untuk menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan norma pasal
yang dimohonkan pengujiannya dengan norma-norma pasal
lainnya, sehingga dapat dinilai apakah sesungguhnya terdapat
persoalan konstitusionalitas norma. Pertama, berkaitan dengan
pengertian wabah penyakit menular yang merupakan kejadian
berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang
jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada
keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta
dapat menimbulkan malapetaka (vide Pasal 1 huruf a UU
4/1984). Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut,
keberadaan UU 4/1984 tidak secara spesifik dibuat untuk
penanggulangan penyakit menular tertentu, namun dibentuk
sebagai dasar hukum penanggulangan berbagai jenis wabah
penyakit sepanjang kondisinya memenuhi syarat Pasal 1 huruf
a tersebut. Kedua, berkenaan dengan lingkup upaya
penanggulangan wabah, UU a quo menentukannya dalam Pasal
5 ayat (1) yaitu: a. penyelidikan epidimiologis, b. pemeriksaan,
pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk
tindakan karantina, c. pencegahan dan pengebalan, d.
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pemusnahan penyebab penyakit, e. penanganan jenazah akibat
wabah, f. penyuluhan kepada masyarakat, dan g. upaya
penanggulangan lainnya. Dengan disebutkannya “upaya
penanggulangan lainnya” dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf
g UU a quo menunjukkan bahwa upaya penanggulangan wabah
mencakup bidang yang amat luas atau tidak limitatif, di mana
kondisi pandemi COVID-19 termasuk di dalamnya.

Oleh karena upaya penanggulangan wabah penyakit
menular ini berdampak besar bagi petugas tertentu yang
terlibat dalam upaya tersebut, maka Pasal 9 UU 4/1984
menghendaki agar para petugas tertentu yang melaksanakan
upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan
atas risiko yang ditanggungnya. Petugas tertentu yang
dimaksud vyaitu setiap orang, baik yang berstatus sebagai
pegawai negeri maupun bukan, yang ditunjuk oleh yang
berwajib dan/atau yang berwenang untuk melaksanakan upaya
penanggulangan wabah, sedangkan jenis penghargaan yang
diberikan dapat berupa materi dan/atau bentuk lain (vide
Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984). Namun demikian, UU a
guo tidak menentukan perihal teknis pemberian penghargaan
ini karena pengaturannya dimandatkan untuk diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah sehingga menjadi dasar
kewenangan bagi pemerintah untuk membuat peraturan
pelaksana mengenai upaya penanggulangan wabah penyakit
menular tersebut.

Sebagai bentuk pelaksanaan atas dasar amanat tersebut
telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (PP
40/1991). Substansi yang berkaitan dengan amanat
penghargaan termaktub dalam Pasal 29 PP 40/1991 yang pada
pokoknya mengatur materi yang serupa dengan ketentuan
Pasal 9 UU 4/1984 bahwa (1) Kepada petugas tertentu yang
telah melakukan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan
penghargaan; (2) Penghargaan tersebut ditetapkan lebih lanjut
oleh Menteri. Demikian pula halnya dengan Penjelasan Pasal 29
ayat (1) PP a guo secara substantif serupa dengan apa yang
telah termaktub dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984
bahwa “yang dimaksud dengan petugas tertentu adalah setiap
orang, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun
bukan, yang ditunjuk oleh yang berwajib dan/atau yang
berwenang untuk melaksanakan penanggulangan wabah.
Sedangkan, penghargaan yang diberikan dapat berupa uang
dan/atau bentuk lain”. Dengan kata lain, substansi PP a guo
hanya menegaskan kembali muatan UU dan selanjutnya
memberikan sub-delegasi pengaturannya kepada ketentuan
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yang lebih rendah vyakni keputusan menteri. Adanya
pendelegasian tersebut dikarenakan Iluasnya cakupan UU
4/1984 sehingga pembuat kebijakan diberikan keleluasan atau
fleksibilitas untuk membuat aturan pelaksana sesuai dengan
karakteristik atau dampak dari wabah yang tengah dihadapi.
Fleksibilitas tersebut kemudian tampak ketika negara
harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang dampaknya
sangat besar, terutama terhadap keselamatan petugas yang
bertugas dalam upaya penanggulangan wabah. Dengan
menggunakan UU 4/1984 sebagai landasan hukum, pemerintah
mengeluarkan berbagai aturan pelaksana yang spesifik
dibentuk untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang
merupakan ketentuan sub-delegasi dari UU 4/1984 a guo. Di
antara aturan-aturan tersebut yakni Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 01.07/menkes/329/2020 tentang Pemberian
Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang
Menangani Corona Virus Disease 2019/Covid-19, bertanggal 30
Juni 2020 (Kepmenkes 01.07/menkes/329/ 2020). Selanjutnya,
dalam waktu yang sangat singkat, Kepmenkes 01.07/menkes/
329/2020 mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan
kondisi yang berkembang sehingga dikeluarkan Kepmenkes
Nomor 01.07/menkes/447/2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/menkes/ 329/2020
tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi
Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease
2019/Covid-19, bertanggal 23 Juli 2020 (Kepmenkes
01.07/menkes/447/2020). Lebih lanjut, dalam rangka
memberikan kejelasan pengelolaan alokasi insentif bagi tenaga
kesehatan yang menangani pandemi COVID-19 telah
diterbitkan pula Keputusan Menteri Keuangan Nomor
15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian
Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020. Alokasi dana
yang dimaksud oleh ketentuan tersebut, salah satunya
diperuntukan bagi insentif tenaga kesehatan daerah yang
dialokasikan untuk bulan Maret sampai dengan Mei 2020.
Insentif ini diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas
risiko yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang
terlibat dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, di
mana COVID-19 merupakan bagian dari wabah penyakit
menular. Sementara itu, risiko yang harus ditanggung petugas
dalam upaya penanggulangan wabah ini sangat tinggi karena
tingginya tingkat berjangkitnya penyakit sehingga penderitanya
meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada
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waktu dan wilayah tertentu serta menimbulkan malapetaka,
misalnya kematian dalam jumlah yang besar.

Tidak hanya dalam bentuk insentif, penghargaan tersebut
diwujudkan pula dalam bentuk santunan kematian. Dalam
kaitan dengan mekanisme penyalurannya ditentukan secara
bertahap setelah daerah menyampaikan laporan realisasi
pembayaran insentif tenaga kesehatan tahap pertama paling
sedikit menunjukkan realisasi 60%. Alokasi yang dimaksud
masih diberikan sampai dengan bulan Desember 2020 dan
dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (vide Kepmenkes
01.07/menkes/447/2020).

Berkenaan dengan siapa saja tenaga kesehatan yang
memeroleh insentif tersebut telah ditentukan dalam Pasal 9 UU
4/1984, yaitu petugas tertentu, mereka baik yang berstatus
sebagai pegawai negeri maupun bukan yang ditunjuk oleh yang
berwajib  dan/atau  berwenang dalam  melaksanakan
penanggulangan wabah (vide Penjelasan Pasal 9 UU 4/1984).
Dalam kaitan ini, Menteri Kesehatan sebagai pihak yang
bertanggung jawab terhadap penanggulangan wabah telah
menentukan pula kriteria tenaga kesehatan yang menerima
insentif yakni dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan,
perawat, dan tenaga medis lainnya, termasuk juga dokter yang
mengikuti penugasan khusus residen, dokter yang mengikuti
Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti
Pendayagunaan Dokter Spesialis, tenaga kesehatan yang
mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam
Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang terlibat dalam
penanganan COVID-19 yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan tempat penugasan (vide Bab II huruf B
lampiran Kepmenkes 01.07/menkes/329/2020). Pemberian
insentif tersebut tetap dilanjutkan atau tidak dihentikan
meskipun ada di antara petugas kesehatan tersebut yang
terpapar COVID-19 dan harus dikarantina. Selain mendapat
insentif, diberikan pula santunan kematian dalam hal ada
petugas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang
meninggal dunia. Adapun ihwal besaran insentif dan
mekanisme pemberiannya untuk setiap petugas yang terlibat
dalam penanganan COVID-19 telah termaktub dengan jelas
dalam Lampiran Kepmenkes 01.07/menkes/447/2020. Hal
tersebut telah menunjukkan adanya pengutamaan dalam
pemberian penghargaan dalam penanggulangan pandemi
COVID-19. Selain itu, dalam rangka memutus mata rantai
meluasnya sebaran COVID-19, tanpa membebani masyarakat
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yang terpapar wabah penyakit tersebut, pemerintah telah
menyiapkan rumah sakit darurat atau rumah sakit yang
dikhususkan untuk pasien COVID-19 yang keseluruhan biaya
penyelenggaraannya ditanggung oleh negara.

Berkenaan dengan penghargaan kepada petugas yang
mengalami risiko dalam penanggulangan wabah penyakit
menular, telah ternyata Pasal 9 UU 4/1984 bukanlah satu-
satunya undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk
memberikan penghargaan tersebut. Sebagai wujud bentuk lain
selain uang yang diberikan kepada petugas tertentu yang
menanggung risiko atas upaya penanggulangan wabah, dengan
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU
20/2009) negara memberikan penghargaan dalam bentuk
tanda jasa bagi petugas kesehatan yang gugur dalam upayanya
menanggulangi pandemi COVID-19. Selanjutnya, penghargaan
tersebut diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 119/TK/Tahun 2020 tentang
Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa, yang
ditetapkan tanggal 6 November 2020.

Keseluruhan aturan tersebut di atas pada prinsipnya
bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan
penanggulangan wabah dilaksanakan sesuai dengan amanat
Konstitusi, yaitu sesuai dengan hak warga negara atas
lingkungan sehat dan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta tanggung
jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.
Jika semua aturan ini dilaksanakan dengan memedomani
prinsip konstitusional tersebut, maka sesungguhnya Pasal 9 UU
4/1984 dan berbagai aturan pelaksana tersebut telah cukup
menjadi dasar hukum untuk menjamin para tenaga kesehatan
termasuk para Pemohon mendapatkan penghargaan yang layak
atas upayanya menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil para
Pemohon yang menyatakan tidak adanya kejelasan
perlindungan  hukum bagi tenaga kesehatan yang
menanggulangi pandemi COVID-19 karena tidak
dirumuskannya norma Pasal 9 UU 4/1984 dengan kata “wajib”
sehingga menjadi “wajib diberikan penghargaan atas risiko
yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya”, merupakan
dalil yang tidak berdasar karena telah ternyata amanat Pasal 9
UU 4/1984 meskipun dirumuskan dengan kata “dapat” telah
direalisasikan melalui berbagai regulasi dalam rangka
memberikan penghargaan berupa jaminan insentif dan santuan
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kematian, bahkan penghargaan Bintang Jasa. Terlebih lagi,
secara doktriner penggunaan kata “dapat” dalam penormaan
undang-undang merupakan hal yang lazim dilakukan karena
operator norma tidak selalu dirumuskan dengan kata wajib, di
mana norma wajib berkaitan dengan kewajiban yang telah
ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut
dikenakan sanksi. Sementara itu, nhorma “dapat” mengandung
sifat diskresioner (vide angka 267 dan angka 268 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan). Karena sifat diskresioner
tersebut, maka norma “dapat” dalam pelaksanaannya dapat
menjadi wajib untuk direalisasikan karena ada faktor-faktor
yang mengharuskannya, /n casu, risiko yang harus ditanggung
petugas kesehatan tertentu dalam upaya menanggulangi
wabah penyakit menular. Dengan mencermati begitu luasnya
cakupan dari UU 4/1984, yaitu berkenaan dengan jenis wabah
yang dihadapi, dampak dari wabah, jenis kegiatan yang dapat
termasuk di dalam upaya penanggulangan wabah, siapa saja
yang termasuk petugas yang melakukan  upaya
penanggulangan wabah, serta bentuk penghargaan yang dapat
diberikan, maka sudah tepat jika diksi yang digunakan dalam
norma @ quo menggunakan kata “dapat”. Bertransformasinya
makna “dapat” menjadi “wajib” dalam implementasinya
ditentukan oleh banyak faktor, dan untuk undang-undang yang
cakupannya begitu luas, seperti halnya UU 4/1984, peraturan
pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah yang spesifik
mengatur kondisi tertentu sudah cukup untuk menjadi dasar
kapan dan di mana kata “dapat” tersebut dapat
diimplementasikan menjadi “wajib”. Bagaimanapun juga selama
peraturan ini mengikat pemerintah serta aparat di dalamnya
untuk  melaksanakannya ~maka sesungguhnya dengan
sendirinya penghargaan kepada petugas yang terdampak
pandemi COVID-19 telah menjadi prioritas dengan didasarkan
pada aturan pelaksana yang dimandatkan oleh UU a guo.

Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi oleh para
Pemohon di mana tidak adanya kepastian terhadap ada atau
tidaknya penghargaan yang berhak didapatkan oleh para
Pemohon selaku petugas kesehatan yang mengalami risiko
dalam upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19
sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma.
Terlepas dari persoalan tersebut, pembentuk undang-undang
telah memasukkan revisi UU 4/1984 dalam Program Legislasi
Nasional 2020-2024, oleh karenanya perlu diprioritaskan revisi
tersebut  sehingga dapat terbentuk  undang-undang
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penanggulangan wabah penyakit menular yang jangkauan
pengaturannya lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan
frasa “ketersediaan sumber daya yang diperlukan” dalam Pasal
6 UU 6/2018 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai
termasuk juga: (1) Ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi tenaga
medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang
menangani penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat; (2) Insentif bagi tenaga medis, tenaga
kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang menangani
penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
(3) Santunan bagi keluarga dari tenaga medis, tenaga
kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang gugur ketika
menangani penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat; (4) Sumber daya pemeriksaan penyakit
dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat bagi
masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien penderita
penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,
melalui alur pemeriksaan yang cepat.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, penting bagi
Mahkamah untuk mengutip secara utuh ketentuan pasal a guo
yang menyatakan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang
diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.
Dalam penjelasan ketentuan pasal @ quo dinyatakan “Cukup
jelas”. Namun demikian, jika dicermati secara saksama
keberadaan Pasal 6 UU 6/2018 tidaklah berdiri sendiri karena
penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU a guo termasuk
frasa yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para
Pemohon telah diatur lebih komprehensif dalam Bab IX UU a
guo dengan judul “SUMBER DAYA KEKARANTINAAN
KESEHATAN"” yang pengaturannya termaktub dalam Pasal 71
sampai dengan Pasal 78 yang selengkapnya menyatakan:

29



Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76,
Pasal 77, Pasal 78 dianggap dibacakan.

Bertolak dari ketentuan pasal-pasal di atas, berkaitan
dengan permintaan para Pemohon agar Mahkamah memaknai
frasa “ketersediaan sumber daya yang diperlukan” dalam Pasal
6 UU 6/2018 menjadi “Ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi
tenaga medis” telah ternyata apa yang diminta oleh para
pemohon tersebut telah terakomodasi pengaturannya dalam
ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU 6/2018 karena Alat Pelindung
Diri yang dimaksud adalah bagian dari alat kesehatan yang
merupakan bagian dari Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan,
bukan bagian dari fasilitas kesehatan sebagaimana yang
didalikan oleh para Pemohon. Oleh karenanya apabila Petitum
para Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pemaknaan frasa
“ketersediaan sumber daya yang diperlukan” dalam Pasal 6 UU
6/2018 dimaknai menjadi ketersediaan alat pelindung diri,
insentif bagi tenaga medis, santunan bagi keluarga tenaga
medis dan sumber daya pemeriksaan penyakit dan/atau faktor
risiko kesehatan masyarakat, hal tersebut justru akan
mempersempit serta menimbulkan ketidakpastian hukum
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena
adanya redundancy dengan pengaturan yang sudah termaktub
dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 78 khususnya Pasal 72
ayat (3) UU a guo. Terlebih lagi, jika petitum para Pemohon
tersebut dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian di
masyarakat secara luas karena  berdampak pada
ketidakmaksimalan upaya mencegah dan menangkal keluar
atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
masyarakat karena pemerintah menjadi tidak berkewajiban lagi
untuk menyediakan fasilitas kekarantinaan kesehatan misalnya
rumah sakit, sediaan farmasi misalnya obat-obatan, dan
perbekalan kesehatan lainnya, padahal hal demikian menjadi
tanggungjawab negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal
34 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya
UU 6/2018 tidaklah mungkin dapat tercapai yakni: mencegah,
menangkal, dan melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau
faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,
meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan
masyarakat, serta memberikan pelindungan dan kepastian
hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan, karena
menjadi terbatasnya lingkup pengertian ketersediaan sumber
daya yang diperlukan.

Dengan demikian, persoalan ketidaktersediaan Alat
Pelindung Diri secara merata untuk memenuhi seluruh
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30.

kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai
fasilitas kesehatan di tengah kondisi masa pandemi COVID-19
saat ini sebagaimana didalilkan para Pemohon sesungguhnya
merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan para Pemohon
dan siapapun yang harus menjadi catatan khusus bagi
Pemerintah. Namun demikian persoalan tersebut tidaklah
berkorelasi dengan anggapan inkonstitusionalitas norma Pasal 6
UU 6/2018. Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai
konstitusionalitas Pasal 6 UU 6/2018 tidak beralasan menurut
hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo,
[4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan  hukum  untuk
mengajukan permohonan a guo;
[4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.4] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
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5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan
1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi @ guo, tiga Hakim
Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo,
dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting
opinion) perihal pokok permohonan yang menyangkut norma dalam
Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984, sebagai berikut.

Silakan, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Permohonan para Pemohon, antara lain, berkenaan dengan
konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1984 tentang Wabah Panyakit Menular (UU 4/1984) yang menyatakan,
“Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya
penganggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dapat diberikan penghargaan atas resiko yang ditanggung dalam
melaksanakan tugasnya”. Sebagai bentuk tanggung jawab negara
dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia, terutama dalam kondisi
pandemik, sesuai dengan hak setiap orang atas “memperoleh layanan
kesehatan” sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 28H ayat
(1) 1945 dan ihwal “tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas
pelayanan Kesehatan” sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (3)
UUD 1945, para Pemohon memohon agar kata “dapat” dalam Pasal 9
ayat (1) UU 4/1984 menjadi kata “wajib” sehingga norma a quo
konstitusional sepanjang dimaknai “Kepada para petugas tertentu yang
melaksanakan upaya penganggulangan wabah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) wajib diberikan penghargaan atas resiko yang
ditanggung dalam melaksanakan tugasnya”.
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Mahkamah dalam putusannya menolak permohonan yang
diajukan para Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, kami, Hakim
Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi
Aswanto memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan
putusan a guo dengan alasan sebagai berikut.

Masalah konstitusional utama dan paling mendasar yang harus
dijawab Mahkamah berkenaan dengan pokok permohonan para
Pemohon di atas adalah apakah frasa “dapat” dalam Pasal 9 ayat (1)
UU 4/1984 sepanjang tidak dimaknai sebagai “wajib”, telah
menyebabkan berkurangnya hak setiap orang “memperoleh layanan
kesehatan” sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 dan berkurangnya tanggung jawab negara dalam menyediakan
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal
34 ayat (3) UUD 1945 sehingga jikalau kata “dapat” dalam Pasal 9 ayat
(1) UU 4/1984 tidak dimaknai sebagai “wajib” harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945?

Sebelum memberikan pertimbangan dan pendapat hukum ihwal
pokok permohonan a quo, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana
profesi, misalnya dokter dan tenaga medis lainnya atau petugas
tertentu sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU
4/1984, dalam memenuhi salah satu kewajiban negara (state
obligation) dalam pelayanan kesehatan bagi warga negara. Sebagai
profesi, misalnya pekerjaan sebagai dokter dan tenaga medis lainnya,
dilaksanakan dengan kemapuan khusus dan kualifikasi tertentu.
Tingginya tuntutan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dari dokter
dan tenaga medis lainnya tidak dapat dilepaskan dari profesi dimaksud
berkaitan langsung dengan upaya membantu manusia dalam
menghadapi kondisi tertentu yang dapat mengancam hak hidup
seseorang atau orang banyak. Membantu manusia dengan harapan
agar seseorang atau orang yang berada dalam ancaman kesehatan
atau kondisi kesehatan tertentu terancam agar dapat kembali ke
kondisi normal. Harapan demikian merupakan tuntutan terhadap profesi
tertentu yang dalam situasi tertentu sangat mungkin berada di luar
keadaan normal, terutama dalam kondisi pandemi seperti, misalnya
kondisi pandemi melawan COVID-19.

Dalam batas penalaran yang wajar, tuntutan profesionalitas kerja
seorang dokter dan tenaga medis lainnya akan semakin meningkat
ketika terjadi pandemi. Mereka tidak saja dituntut profesional dalam
melaksanakan tugas profesinya melainkan juga harus siap dengan
segala risiko, termasuk resiko mempertaruhkan hak hidup mereka yang
dapat berujung kematian. Lebih jauh, tuntutan kerja seorang dokter
dan tenaga medis lainnya dalam kondisi pandemi juga tidak normal dan
beberapa fakta membuktikan di luar nalar tanggung jawab manusia
lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu jauh melampaui batas
kemampuan fisiknya sebagai seorang manusia biasa, sehingga
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ancaman kematian pun akan turut menjadi sebagai risiko yang sulit
dihindari. Artinya, risiko dimaksud tidak dapat diposisikan hanya
sebatas risiko kerja, melainkan risiko menghadapi ancaman kesehatan
luar biasa yang mengancam siapa saja, termasuk manusia yang
berprofesi sebagai dokter dan tenaga medis lainnya.

Tingginya tuntutan profesionalitas kerja bagi dokter dan tenaga
medis lainnya dengan risiko kerja yang tidak dapat diperkirakan yang
dapat berujung berkabung nyawa, negara harus memastikan bahwa
jaminan dalam segala bentuknya terhadap mereka. Dalam hal ini,
misalnya, sebuah simposium internasional tentang COVID-19 bertajuk
“COVID-19 Responses and State Obligations Concerning the Right to
Health” (2020) menyatakan bahwa protecting the right to health is in
itself also a hard-legal obligation of States. Dalam posisi tersebut,
merely protecting public health in a general sense is not enough.
Pendapat tersebut sejalan dengan standar kewajiban negara yang
diatur dalam the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (ICESCR), yang secara ekplisit menyatakan bahwa
States must realize the right to health not only within existing
resources but ‘to the maximum of its available resources’.

Bahwa berdasarkan landasan berpikir sebagaimana diuraikan di
atas, berkenaan dengan kata “dapat” dalam Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984
apabila tidak dimaknai sebagai “wajib” adalah bertentangan dengan
konstitusi, /n casu jaminan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat
(3) UUD 1945 sebagaima didalilkan para Pemohon, kami
mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:

Pertama, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menempatkan tanggung
jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum vyang layak sebagai tanggung jawab negara. Ketentuan
dimaksud berkelindan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh
layanan kesehatan dari negara. Salah satu bentuk konkret penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud adalah menyediakan tenaga
kesehatan yang profesional. Penyediaan tenaga kesehatan yang
profesional juga bersangkut paut dengan peningkatan sumberdaya
manusia dan penghargaan yang diberikan kepada tenaga-tenaga
kesehatan yang profesional dimaksud. Penghargaan tersebut dapat
berupa penghargaan secara materi maupun berupa penghargaan non-
materi. Dalam konteks penghargaan secara materi, negara
berkewajiban menyediakan gaji atau pendapatan yang sesuai dengan
tuntutan kerja profesional yang dialamatkan kepada setiap tenaga
kesehatan, di mana salah satunya adalah dokter.

Kedua, tidak dapat dibantah, warga negara yang berprofesi
sebagai dokter dan tenaga medis lainnya telah mendapatkan hak
dasarnya seperti gaji sebagai imbalan dari pekerjaannya. Hanya saja,
dalam menjalankan tugas negara menghadapi situasi pandemi, seperti
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Covid-19, di mana bagi mereka yang berprofesi sebagai dokter dan
tenaga medik lainnya berada di garis terdepan dalam menghadapinya,
negara tidak cukup hanya menghargai dengan memosisikan bahwa
mereka telah digaji. Demikian juga penilaian bahwa risiko menghadapi
pandemi sebagai sebatas risiko kerja, juga tidak proporsional dalam
menilai tugas dokter ketika berjuang melawan pandemi. Anggapan
demikian merupakan sesuatu yang tidak adil atas tugas yang
dibebankan kepada para petugas tertentu dengan penghargaan yang
mereka terima. Sebab, dengan tingkat resiko yang sangat tinggi,
termasuk risiko berkabung nyawa, menjadi tidak masuk akal jika hanya
dihargai hanya dengan sebatas gaji standar yang biasa diterima. Dalam
memenuhi kewajiban konstitusionalnya guna menyediakan fasilitas
pelayanan kesehatan, khususnya di saat pandemi, negara juga mesti
menyediakan insentif yang setara dengan tingkat risiko yang dihadapi
setiap warga negara yang menjalankan tugas negara dalam perang
menghadapi pandemi.

Ketiga, rumusan norma Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984 yang menjadi
objek permohonan mengatur subjek khusus yang melaksanakan tugas
untuk menanggulangi tidak dapat diposisikan sebagai norma yang
berlaku bagi semua orang terlibat dalam memberikan pelayanan
kesehatan di masa pandemi. Dalam hal ini, makna protecting public
health in a general sense is not enough tanpa diikuti dengan obligation
of States, terutama dalam menghadapi situasi pandemi. Subjek khusus
sebagai bentuk obligation of States dimaksud lebih ditujukan dengan
frasa “para petugas tertentu” yang menjalankan tugas penanggulangan
wabah meliputi, yaitu: penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan,
pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan
karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab
penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada
masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984. Artinya, frasa a guo tidak ditujukan
kepada semua petugas, melainkan hanya kepada mereka yang
terdampak langsung dalam menanggulangi wabah.

Ketika subjek yang dituju dalam norma & guo adalah subjek
tertentu yang terdampak langsung dalam menanggulangi wabah,
memahami kandungan norma Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984 sebagai
fakultatif terhadap petugas terdampak adalah bentuk nyata rendahnya
komitmen negara memenuhi kewajiban yang dimaktubkan Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Sebagai pekerjaan yang
dapat menimbulkan resiko yang dapat saja mempertaruhkan nyawa,
kebijakan berbentuk fakultatif atau diskresioner adalah kebijakan yang
tidak menghargai derajat kemanusiaan. Mestinya dengan tingkat dan
beban risiko yang dihadapi, kebijakan negara terhadap mereka yang
terdampak karena melaksanakan penanggulangan wabah, termasuk
wabah pandemi Covid-19, tidak dapat ditempatkan sebagai kebijakan
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yang bersifat pilihan dan harus bersifat imperatif. Sifat imperatif ini
merupakan konsekuensi dari tanggung jawab negara dalam memenuhi
kewajiban konstitusionalnya menyediakan pelayanan kesehatan yang
layak bagi warga negara. Sekalipun pemerintah telah merumuskan
berbagai kebijakan dalam menjalankan diskresi norma Pasal 9 ayat (1)
UU 4/1984 dalam menghadapi pandemi Covid-19, harus tetap disadari
bahwa kebijakan tersebut lahir dari norma yang bersifat fakultatif,
bukanlah dari norma yang bersifat imperatif. Boleh jadi dan amat
mungkin, dalam hal norma & guo dirumuskan dengan konstruksi
imperatif, para petugas tertentu yang merasa terancam dengan
dampak pandemi Covid-19 akan bekerja dalam suasana yang jauh lebih
nyaman karena terlindungi.

Keempat, merujuk pengesahan UU 4/1984, yaitu pada tanggal 22
Juni 1984, yang telah telah melewati 36 tahun, tentu tidak adaptif lagi
terhadap perkembangan wabah penyakit menular serta tanggung
jawab negara terhadap jaminan terhadap pelayanan kesehatan.
Bahkan, jikalau dibaca secara saksama substansi UU 4/1984,
peristilahan pandemi belum dikenal sama sekali. Selain itu, perihal
tanggung jawab negara, UU 4/1984 belum menyentuh semangat
tanggung jawab negara dalam jaminan fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaktubkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3)
UUD 1945. Tidak hanya itu, semangat International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) bahwa States must
realize the right to health not only within existing resources but 'to the
maximum of its available resources’yang diratifikasi Indonesia pada 23
Februari 2006 pun belum optimal termaktub dalam UU 4/1984 terutama
semangat dalam frasa 'to the maximum of its available resources’
dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon
agar kata “dapat” dalam norma Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984 menjadi
kata “wajib” sehingga norma a guo adalah konstitusional sepanjang
dimaknai “Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya
penganggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) wajib diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam
melaksanakan tugasnya adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena
itu, sebagai wujud konkret tanggung jawab negara sebagaimana
dimaktubkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, kami
berpendapat, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan a guo
sepanjang Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984.

32. KETUA: ANWAR USMAN
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi
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Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic
P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh, selesai diucapkan pukul 15.41 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau
Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 82/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh Pina Aprilianti.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Mei 2020,
memberi kuasa kepada Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H., dan
kawan-kawan, beralamat di Jalan Balai Pustaka 1 Nomor 14,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -------------------- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya.
33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo.
Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing) juga dianggap
dibacakan.
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Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo.

[3.6]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan & guo dan Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo,
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

[3.11]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal
8 UU 44/2008, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan
yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon
selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1,
2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan

daliinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan

yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a guo telah jelas,

Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan

relevansinya untuk meminta  keterangan  pihak-pihak

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara

saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang

diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi yang didalilkan
oleh Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan

oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas,

maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh

Mahkamah adalah (1) apakah norma Pasal 8 telah diatur dalam

norma Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 dan (2) apakah norma

Pasal 8 UU 44/2008 tidak melindungi hak warga negara

khususnya perempuan. Namun sebelum menjawab permasalah

tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa globalisasi telah membawa budaya dan nilai
yang memengaruhi selera dan gaya hidup
masyarakat, khususnya di Indonesia. Melalui media
yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat
menerima berbagai informasi tentang peradaban
baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Banjir
informasi dan budaya baru yang dibawa oleh arus
teknologi informasi tak jarang teramat asing dari
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[3.11.2]

sikap hidup dan norma yang berlaku di suatu
masyarakat. Oleh karena itu, pesatnya
perkembangan teknologi informasi serta makin
mudahnya akses terhadap internet, telah membuka
mata semua orang untuk melakukan berbagai upaya
meredam dampak negatif dari kemajuan teknologi
tersebut, salah satunya adalah penyebarluasan
konten yang mengandung pornografi. Sasaran dari
pornografi ini adalah perusakan terhadap karakter
serta moral terutama generasi muda penerus
bangsa. Ekses yang dirasakan tentu bersifat abstrak,
sebab isi dan wujud konkretnya tidak dapat
ditentukan (wujud konkretnya sangat banyak bahkan
tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat
diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara
sempurna). Padahal, sejarah jatuh bangunnya
bangsa-bangsa dan peradaban telah memberi
pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa
sangat ditentukan oleh karakter, etos dan etika sosial
bangsa yang bersangkutan. Krisis karakter dan
moralitas yang melanda suatu bangsa dapat
mengarah pada kemerosotan moral bangsa yang
bersangkutan. Maka dari itu, negara harus hadir
untuk melindungi dan menyelamatkan warganya
khususnya generasi muda penerus bangsa. Negara
harus menegaskan bahwa pornografi tidak dapat
ditolerir untuk diberi kebebasan dalam ruang sosial
masyarakat, terlebih lagi masyarakat Indonesia yang
religius. Hal ini penting, sebab negara tidak boleh
melakukan pembiaran yang disebabkan oleh
pandangan bahwa hak asasi membolehkan segala
individu warga negara untuk melakukan apa saja
tanpa menghiraukan pandangan publik lainnya yang
juga memiliki hak untuk tidak terlanggar
kenyamanannya, hak untuk menjaga
keberlangsungan  kehidupan  berbangsa  dan
bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945.
Bahwa terkait dengan keberadaan UU 44/2008
secara umum, Mahkamah perlu mengutip kembali
pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 10-
17-23/PUU-VII/2009, him. 381 yang menyatakan:
“Bahwa UU Pornografi” dan seterusnya
dianggap dibacakan.
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Oleh karena itu, keberadaan UU 44/2008 ini
harus dibaca sebagai salah satu upaya negara untuk
melindungi warga negaranya, khususnya para
generasi muda dari bahaya pornografi. Sebagai
sebuah kesatuan sistem penegakan hukum yang
terpadu, maka penegakan hukum atas UU 44/2008
ini harus dibarengi dengan upaya dari pemerintah
melalui penguatan fungsi pengawasan di sektor hulu
dengan melakukan  pemblokiran situs yang
mengandung pornografi serta penyensoran terhadap
konten di media, baik pada media televisi maupun
radio yang memuat/menyiarkan pornografi secara
massif dan konsisten. Selain itu, penguatan literasi
yang terkait dengan pemahaman yang benar
berkaitan dengan pornografi bagi para remaja
khususnya, melalui berbagai media, baik elektronik
maupun cetak juga harus terus dilakukan. Peran
serta masyarakat melalui lingkungan keluarga untuk
lebih peduli dan aktif melakukan pencegahan
terhadap pornografi dengan cara memberikan
pemahaman yang benar dan komprehensif serta
menanamkan budaya malu sehingga dapat
membantu semua pihak memiliki kepribadian yang
sehat secara psikis dan fisik, juga menjadi faktor
penting keberhasilan bangsa ini dalam memerangi
pornografi. Berbagai upaya persuasif tersebut
diharapkan menjadi upaya nyata mencegah
pornografi masuk ke dalam pergaulan masyarakat
Indonesia. Dalam konteks demikian, maka dalam
mensikapi tentang tindak pidana pornografi, semua
pihak harus memiliki persepsi yang sama mengenai
efek negatif dari pornografi.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut
di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah
konstitusionalitas norma Pasal 8 UU 44/2008 sebagai berikut:

[3.12.1]

Bahwa Pemohon mendalilkkan norma Pasal 8 UU
44/2008 telah diatur dalam norma Pasal 4 UU
44/2008. Mengenai dalili Pemohon tersebut,
Mahkamah berpendapat, apabila dipahami secara
saksama norma Pasal 8 UU 44/2008 mengandung
unsur, yaitu (i) subjektif adalah setiap orang dilarang
dengan sengaja atau atas persetujuannya; dan (ii)
objektif yaitu menjadi objek atau model pornografi.
Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka pasal a guo
dimaksudkan untuk memidanakan setiap orang yang
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secara sengaja menjadi objek atau model pornografi.
Hal demikian berbeda dengan unsur yang terdapat
dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 di mana unsur
objektifnya yaitu perbuatan memproduksi, membuat,
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
pornografi ~yang secara  eksplisit memuat
persenggamaan, termasuk persenggamaan yang
menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau
onani, ketelanjangan  atau tampilan  yang
mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau
pornografi anak. Pada norma Pasal 4 UU 44/2008
ditujukan kepada subjek (setiap orang) yang secara
aktif melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana
dijelaskan pada unsur objektif dari pasal a guo.
Meskipun dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 tidak
mencantumkan unsur dengan sengaja dalam
rumusannya, namun sesungguhnya juga merupakan
delik yang harus ada niat untuk melakukan
kesengajaan. Secara teoritik untuk sengaja ... ulangi
... diulangi, Secara teoritik unsur sengaja diperoleh
secara terselubung atau diam dalam unsur
perbuatan sebagaimana yang dianut dalam wetboek
van strafrecht (WvS) Belanda, bahwa semua tindak
pidana yang tidak mencatumkan unsur sengaja
sebenarnya tindak pidana tersebut diperlukan
adanya niat kesengajaan, dan tindak pidana tersebut
merupakan tindak pidana sengaja, begitupula pada
semua rumusan delik dalam UU 44/2008, kecuali
dalam norma atau rumusan delik yang bersangkutan
secara tegas menyebutkan sebagai delik kulpa. Hal
yang menjadi perbedaan antara unsur kesengajaan
dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008
adalah dalam Pasal 8 UU 44/2008 secara tegas
disebutkan adanya kesengajaan atau atas
persetujuan. Hal ini berarti bahwa inisiatif timbulnya
kehendak,“dengan sengaja” berbeda dari “atas
persetujuannya”. Inisiatif timbulnya kehendak dalam
kesalahan dengan sengaja sejak semula berasal dari
pelaku sendiri. Sedangkan dalam unsur kesalahan
terletak atas persetujuannya, di mana inisiatif timbul
dari kehendak untuk menjadi objek atau model
pornografi berasal dari orang lain. Inilah yang
membedakan unsur kesengajaan dalam Pasal 8

41



dengan delik lainnya dalam UU 44/2008. Namun
kedua unsur tersebut menjadi  prasyarat
terpenuhinya delik pada norma Pasal 8 UU 44/2008.
Selain itu, ancaman pidana yang dikenakan di antara
kedua pasal tersebut juga berbeda, setiap orang
yang memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008
diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan dan
paling lama 12 tahun (vide Pasal 29 UU 44/2008),
sedangkan setiap orang yang memenuhi unsur Pasal
8 UU 44/2008 diancam dengan pidana penjara paling
lama 10 tahun (vide Pasal 34 UU 44/2008). Jadi
dalam UU 44/2008, tidak hanya subjek yang secara
aktif memproduksi hingga menyediakan pornografi
yang dipidana, melainkan orang yang dengan
sengaja menjadi objek atau model juga dipidana
berdasarkan Pasal 8 UU 44/2008. Dalam praktiknya,
apabila kedua perbuatan pidana tersebut terjadi
dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang sama
maka untuk pelaku yang menjadi objek atau model
dapat dikenakan pasal terkait penyertaan
sebagaimana ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga menurut
Mahkamah, telah jelas perbedaan pengaturan norma
dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 UU 44/2008
tersebut.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12.2]

Bahwa Penjelasan Pasal 8 UU 44/2008 telah
mengatur secara tegas mengenai pengecualian
berlakunya Pasal 8 UU 44/2008 vyaitu apabila
terdapat pemaksaan dengan ancaman atau di bawah
kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau
ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, maka
pelaku tidak dipidana. Tentu terhadap adanya
paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan
atau tekanan orang lain tersebut harus dapat
dibuktikan mulai dari proses penyelidikan oleh aparat
kepolisian dengan selalu menerapkan asas akusator
yang menempatkan kedudukan tersangka atau
terdakwa sebagai objek dan bukan sebagai ... saya
ulangi, terdakwa sebagai subjek dan bukan sebagai
objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Demikian
juga pada saat pemeriksaan persidangan oleh Hakim
di lingkungan peradilan umum yang juga
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[3.12.3]

mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah
sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila
norma Pasal 8 UU 44/2008 tersebut dinyatakan
bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, hal tersebut justru akan kontraproduktif
dengan semangat untuk memberantas pornografi di
Indonesia dan justru akan berpotensi menimbulkan
kriminalisasi bagi setiap orang yang dalam posisi
mendapatkan paksaan atau ancaman atau di bawah
kekuasaan atau tekanan orang lain.

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya
kontradiksi/pertentangan antara norma yang satu
dengan yang lainnya dalam UU 44/2008, khususnya
Penjelasan norma Pasal 4 UU 44/2008, yang
dimaksud “membuat” adalah tidak termasuk untuk
dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan
dalam norma Pasal 8 UU 44/2008 mengatur setiap
orang dilarang dengan sengaja atau atas
persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang
mengandung muatan pornografi, bahkan (dilarang
juga) jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan
sendiri. Oleh karena itu, menurut Pemohon secara
logika sangat tidak masuk akal ada dua norma yang
berlaku secara bertentangan dalam satu undang-
undang, yang membolehkan dan sekaligus tidak
membolehkan membuat dokumentasi (sebagai
bentuk kebebasan ekspresi) hanya untuk dirinya
sendiri dan kepentingannya sendiri. Di samping itu
menurut Pemohon seluruh unsur dalam norma Pasal
8 UU 44/2008 telah terdapat dalam norma Pasal 4
UU 44/2008, di mana larangan memproduksi dan
membuat secara otomatis ada objek dan modelnya.
(vide dalil Pemohon hlm. 17 pada angka 27 dan
angka 28). Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon
tersebut di atas, di samping pendirian Mahkamah
telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam
Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2], penting
bagi Mahkamah menegaskan juga, bahwa di dalam
memahami setiap norma dari undang-undang
pornografi tidak dapat dimaknai secara parsial,
mengingat dalam perspektif untuk menyatakan
seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap
salah satu norma dari pasal yang mengandung
larangan dan sanksi dari undang-undang a quo, tidak
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dapat dilepaskan dari akibat hukum yang ditimbulkan
dari adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh
pelaku. Artinya membuat konten pornografi
sepanjang untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri
tidak serta merta menjadi hal yang dapat diduga
melanggar pidana, kalau hal tersebut tidak
dilengkapi dengan adanya pelanggaran unsur dalam
delik lain yang kemudian menjadi rangkaian
perbuatan pidana (voortgezette delict) yang dapat
memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi
yang secara kumulatif berakibat konten yang dibuat
tersebut dapat diakses publik, bahkan berdampak
menjadi konsumsi umum. Hal ini sejalan dengan
pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010, tanggal 26 April
2011 yang menyatakan sependapat dengan dalil
permohonan Pemohon dalam perkara tersebut,
bahwa pembuatan pornografi untuk diri sendiri atau
kepentingan sendiri tidaklah dilarang, sebagaimana
hal tersebut juga dikutip oleh Pemohon dan menjadi
bagian yang didalilkan dalam permohonan a guo.
Oleh karena itu tanpa bermaksud menilai kasus
konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah
penerapan norma Pasal 8 UU 44/2008 tidak dapat
dipahami semata-mata hanya unsur setiap orang
yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya
menjadi objek atau model yang mengandung
muatan pornografi yang berdiri sendiri (zelfstandige
delict), akan tetapi seharusnya dimulai setelah ada
unsur delik lain dari UU 44/2008 yang harus
melengkapi dan menjadi satu kesatuan dengan
dugaan adanya pelanggaran terhadap norma Pasal 8
UU 44/2008.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat
norma Pasal 8 UU 44/2008 tetap diperlukan dan
harus dinyatakan konstitusional. Sebab, pasal a quo
merupakan norma yang melengkapi norma pasal
yang lainnya atau dengan kata lain, norma pasal
tersebut diperlukan untuk saling mendukung di
dalam membuktikan adanya dugaan tindak pidana
pornografi, sesuai dengan semangat negara di dalam
melakukan penegakan hukum terhadap tindak
pidana pornografi.

44



Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
hukum tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon
berkenaan dengan adanya pertentangan antara
norma Pasal 4 dengan Pasal 8 UU 44/2008 tidak
beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya yang harus
dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 8 UU
44/2008 tidak melindungi hak warga negara khususnya
perempuan. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:

[3.13.1]

Bahwa hukum pada dasarnya adalah manifestasi
eksternal keadilan dan keadilan adalah roh yang
merupakan perwujudan hukum, sehingga supremasi
hukum adalah roh dari prinsip keadilan, begitu juga
sebaliknya. Oleh karenanya, keadilan dalam hukum
dapat dicapai jika negara dapat mengakui,
melindungi dan memenuhi hak asasi warga
negaranya. Kewajiban negara tersebut merupakan
aktualisasi prinsip kesamaan dan kesederajatan yang
merupakan salah satu spirit falsafah bernegara, yaitu
Pancasila. Dalam hal ini, sila kedua dari Pancasila
pada hakikatnya mencerminkan kesadaran seluruh
bangsa Indonesia untuk menegakkan persamaan
kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antar
bangsa secara adil sekaligus beradab. Hal demikian
menjadi pedoman bagi segenap bangsa Indonesia
bahwa dalam pelaksanaan penghormatan dan
perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan yang
tercermin dalam hak asasi warga negara harus
dilakukan secara proporsional. Itulah yang kemudian
menentukan paradigma bangsa terhadap
pemenuhan hak asasi warga negara di Indonesia,
karena manusia Indonesia berdasarkan Pancasila
tidak hanya merupakan manusia individu, melainkan
juga manusia gotong-royong dalam  suatu
masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks
pornografi, maka negara harus senantiasa berdiri di
depan pintu hak privasi warga negara untuk
menjamin pemenuhan hak asasi warga negaranya di
satu sisi, dan di sisi lain menjamin terlaksananya
kewajiban asasi warga negara sebagai konsekuensi
logis dalam kehidupan sosial dan bernegara yang
sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum tanpa membedakan suku
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[3.13.2]

bangsa, agama, ras, golongan, maupun jenis
kelamin (gender).

Bahwa untuk melihat ada atau tidaknya jaminan
perlindungan atas hak warga negara khususnya
perempuan dalam Pasal 8 UU 44/2008 maka harus
dilihat rumusan norma dalam pasal a guo. Pasal 8
UU 44/2008 menggunakan frasa “setiap orang” yang
artinya merujuk pada siapa saja yang secara hukum
dapat dimintakan pertanggungjawaban, tentu
dikecualikan sebagai subjek tindak pidana adalah
orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa
serta anak-anak yang belum cukup umur. Mengenai
frasa “setiap orang” Mahkamah perlu mengutip
kembali pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf
[3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
32/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019 yang
menyatakan sebagai berikut: dianggap telah
dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
telah jelas bahwa penggunaan frasa “setiap orang”
dalam Pasal 8 UU 44/2008 tidaklah mengandung
bias perlindungan gender, dalam hal ini tidak hanya
ditujukan bagi jenis kelamin tertentu. Dalam konteks
perlindungan terhadap perempuan, UU 44/2008
sebenarnya telah tegas menyatakan bahwa salah
satu tujuan dari dibentuknya UU a guo adalah untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi
warga negara dari pornografi, terutama bagi anak
dan perempuan (vide Pasal 3 huruf d UU 44/2008).
Hal demikian merupakan bentuk respon negara
untuk mengatasi fenomena di masyarakat yang
masih menempatkan perempuan sebagai sasaran
utama dalam banyak kasus asusila. Hadirnya UU
44/2008 adalah untuk melindungi semua orang
tanpa mengenal jenis kelamin tertentu. Oleh karena
itu, terlepas dari kasus konkret yang dialami
Pemohon karena hal tersebut merupakan persoalan
yang berkaitan dengan penerapan norma dan bukan
persoalan  konstitusionalitas norma,  menurut
Mahkamah, perlu menjadi perhatian bahwa dalam
menerapkan UU 44/2008, termasuk juga Pasal 8 UU
44/2008, para penegak hukum harus lebih cermat
dan hati-hati ketika menetapkan status pelaku atau
korban tindak pidana pornografi.  Terlebih,
sebagaimana telah juga dipertimbangkan Mahkamah
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pada Paragraf [3.12.3], penerapan norma Pasal 8

UU 44/2008 juga harus dikaitkan dengan unsur

norma lain dari undang-undang a quo, agar dapat

diperoleh fakta hukum yang komperehensif bahwa

pelaku yang diduga melakukan tindak pidana

pornografi telah memenuhi unsur-unsur dari tindak

pidana pornografi yang disangkakan. Di samping

pertimbangan hukum di atas, selama ini Mahkamah

selalu berpendirian, bahwa terhadap norma yang

mengatur sanksi pemidanaan dalam sebuah undang-

undang, menjadi kewenangan yang merupakan

bagian kebijakan hukum (criminal policy) pembentuk

undang-undang. Sebab, hal yang berkaitan dengan

perampasan kemerdekaan atau pembatasan hak

asasi warga negara diperlukan representasi dari

kehendak rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil

Pemohon yang menyatakan Pasal 8 UU 44/2008

tidak melindungi hak warga negara khususnya
perempuan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum

di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak

beralasan menurut hukum.

35. KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
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36.

Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.
Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan
November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul
16.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan
dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh Wenro Haloho, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22
September 2020 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo
Simanjuntak, S.H., dan Dora Nina Lumban Gaol.
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
[3.1] Dianggap dibacakan.
[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo.

Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3] Dianggap dibacakan.
[3.4] Dianggap dibacakan.
[3.5] Dianggap dibacakan.

48



[3.6]

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
konstitusionalnya dalam permohonan a guo adalah norma
yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003
yang rumusannya adalah sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima)
tahun;
Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan
konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon,
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a
quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang

mengadili permohonan & guo dan Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo,

Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok

permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal
3 ayat (1) huruf d UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-
dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-
alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam Duduk

Perkara): angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap

dibacakan.

5. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan usia advokat

sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun

tidak lagi relevan jika calon advokat telah dilandasi
pendidikan  keahlian (keterampilan, kejuruan, dan
sebagainya) untuk berprofesi sebagai advokat;

Dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d

UU 18/2003 yang membatasi umur sekurang-kurangnya

25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan diskriminasi bagi

sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus

Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 (dua

puluh lima) tahun padahal memiliki kompetensi dan

kapabilitas untuk menjadi seorang advokat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan
Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1),
dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

N
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[3.8]

[3.9]
[3.10]
[3.11]

[3.12]

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan daliinya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang selengkapnya telah
dimuat dalam Duduk Perkara.

Dianggap dibacakan.

Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara
saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang
diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8], dan
mempertimbangkan  argumentasi Pemohon, = Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan dalil permohonan
Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pokok
permohonan & quo pernah diajukan permohonan pengujian
maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan
apakah permohonan a guo memenuhi kriteria sebagaimana
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK Nomor 06/PMK/2005), untuk dapat dilakukan pengujian
kembali.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 pernah
diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara
Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus pada tanggal 18
Oktober 2004, perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015 yang telah
diputus pada tanggal 7 Desember 2015, dan perkara Nomor
79/PUU-XVI/2018 vyang telah diputus pada tanggal 26
November 2018. Substansi dalam permohonan Nomor
019/PUU-I/2003 adalah mengenai batas usia minimal untuk
menjadi advokat, sedangkan substansi dalam permohonan
Nomor 84/PUU-XIII/2015 adalah mengenai tidak diaturnya
batas usia maksimal bagi calon advokat. Adapun permohonan
Nomor 79/PUU-XVI/2018 telah diputus tidak dapat diterima
dengan alasan Pemohon pada saat mengajukan permohonan
telah memenuhi persyaratan usia untuk menjadi advokat ketika
dirinya menyelesaikan magang selama dua tahun terus-
menerus, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1)
huruf d UU 18/2003 mengenai batas usia minimal untuk
menjadi advokat.

Bahwa dengan uraian di atas, dari ketiga putusan
Mahkamah tersebut, substansi yang memiliki kesamaan dengan
permohonan Pemohon & guo adalah permohonan Nomor
019/PUU-I/2003 mengenai batas usia minimal untuk menjadi
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advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003
dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945. Namun demikian, dalam permohonan a guo
Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1),
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945, sehingga jika dibandingkan dengan permohonan
Nomor 019/PUU-1/2003 terdapat dasar pengujian baru yang
berbeda dengan permohonan a guo yaitu Pasal 27 ayat (2) dan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, terlepas dari
substansi permohonan a guo beralasan atau tidak, secara
formal permohonan a guo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat
(2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005
dapat diajukan kembali.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.13]

[3.14]

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 3
ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, meskipun Pemohon
mendalilkan permohonan a guo berbeda dengan permohonan-
permohonan sebelumnya, namun sesungguhnya substansi
alasan  permohonan Pemohon vyang dijadikan dasar
permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 019/PUU-
1/2003 yang telah diputus Mahkamah yaitu berkenaan dengan
usia minimal untuk menjadi advokat. Oleh karena itu,
Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
019/PUU-1/2003 (him. 25 sampai dengan him. 26), bertanggal
18 Oktober 2004 dengan amar putusan menyatakan menolak
permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:
(dianggap dibacakan.).

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003
mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai
Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga
dalil permohonan a guo tidak beralasan menurut hukum.
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 3
ayat (1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27
ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon Pasal a guo
secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana
hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang
belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menutup
akses pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terhadap dalil
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kondisi menyelesaikan
magang di usia sebelum 25 (dua puluh lima) tahun justru
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[3.15]

menjadi keuntungan tersendiri bagi calon advokat jika
dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Masa tunggu sebelum
diangkat menjadi advokat dapat dimanfaatkan oleh calon
advokat dengan memperpanjang masa magangnya ataupun
menggunakan waktu tersebut dengan pelatihan lainnya yang
mendukung kesiapannya menjadi advokat. Lagipula magang
bukanlah berarti tidak bekerja, karena magang yang dijalani
oleh calon advokat dimaksudkan agar calon advokat dapat
memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan,
keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya [vide
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003], mengingat
advokat adalah suatu profesi dan bukanlah sekadar pekerjaan
semata. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat
(1) huruf d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945, tidaklah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf
d UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD
1945 karena menurut Pemohon pasal @ quo menimbulkan
diskriminasi bagi sarjana hukum vyang telah mengikuti
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum
berusia 25 (dua puluh lima) tahun padahal memiliki kompetensi
dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat. Terhadap dalil
Pemohon tersebut, Mahkamah dalam putusannya telah
menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal
yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan
berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi
jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang
memang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, bertanggal 15
Januari 2013]. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah
apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata
didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun
status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian
diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017, bertanggal 12
Desember 2017]. Menurut Mahkamah, adanya syarat minimal
untuk menjadi advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d UU 18/2003 bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena
penentuan usia tersebut tidak didasarkan atas agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, maupun keyakinan politik. Adanya syarat
usia minimal tersebut justru ditujukan untuk menjamin agar
seorang advokat memiliki kematangan emosional atau
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38.

psikologis, selain kemampuan di bidang akademik. Oleh karena
itu dalil Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003
bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah
tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari alasan permohonan yang
dikemukakan Pemohon, petitum Pemohon yang memohon agar
“Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat”, justru akan menyebabkan tidak adanya pengaturan
mengenai batas usia minimal untuk dapat menjadi advokat.
Padahal sebagaimana dikemukakan di atas dan putusan-
putusan Mahkamah sebelumnya, batasan usia minimal tersebut
diperlukan seperti batasan minimal usia bagi profesi penegak
hukum lainnya dalam kerangka adanya kesetaraan kemampuan
dalam criminal justice system.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
di atas, permohonan Pemohon mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf
d UU 18/2003 tidak beralasan menurut hukum.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams,
Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih,
dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh,
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yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan
November, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul
16.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan
dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai. Selanjutnya untuk salinan
putusan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang ini
ditutup. Sedangkan untuk hardcopy-nya akan dikirim paling lambat 3
hari setelah pengucapan putusan selesai.

Dengan demikian, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.27 WIB

Jakarta, 25 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

54



